DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. PT. Citra
Aditya Bakti. Bandung.

Adrian Sutedi. 2017. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.
Sinar Grafika. Jakarta.

Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo
Jakarta.

Bagir Manan. 1995 Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan
Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari
Perspektif UUD 1945. Jakarta.

Ginting. Jamin. 2007. Hukum Perseroan Terbatas. PT. Cipta Aditya Bakti.
Bandung.

Hardijan Rusli. 1997. Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya. Pustaka
Sinar Harapan. Jakarta.

Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar grafika. Jakarta.

HR.Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan
Artikel. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung.

M. Yahya Harahap. 2011. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
Jakarta.

Munir Fuady. 2019. Perseroan terbatas Paradigma Baru. PT. Citra Aditya
bakti. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum.Prenada Media
Group.Jakarta.

M. Hadjon. 1989. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.
Penerbit Bina llmu. Surabaya.

Optimized using
trial version 91
www.balesio.com




Satjipto raharjo. 2014. lImu Hukum. PT. Citra Aditya. Bandung.
Sanusi Bintang. 1998. Hukum Hak Cipta. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sudikno Mertokusumo. 1996. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty.
Yogyakarta.

Syahruddin Nawi. 2014. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian
Hukum Empiris. PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

Yahya M. Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
Jakarta.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Evi Rahmawati. 2019.Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas
Yang Belum Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Dengan Berlakunya Online Single Submission. Skripsi.
Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. Medan.

Mutiara Putri. 2019. Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca
Dikeluarkannya Online Single Submission di Kota Palembang.
Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia. Yogyakarta.

Muthia Susan Fadhillah Bulolo. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap
Perseroan Terbatas yang tidak melakukan Penyesuaian Perizinan
Berusaha Melalui Online Single Submission Pasca Keluarnya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tesis. Program
Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara. Medan.

Jurnal dan Karya limiah:

Agung. Hasbi Pratama Arya. Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses
Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online
Single Submission (OSS). Jurnal limiah Galuh Justisi Fakultas
Hukum Universitas Galuh Vol. 9 No. 1 Maret 2021.

, M. I. F., Juliani, H. and Sa’adah, N. 2019.Pelaksanaan Online
Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan
Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Optimized using
trial version 92
www.balesio.com




Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Jurnal Hukum Diponegoro
Vol. 8 Nomor 2 April 2019.

Dewa Gede Indra Jaya. | Ketut Sudantra. Legalitas Kegiatan Usaha
Perseroan Terbatas yang Tidak memiliki tanda Daftar
Perusahaan. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8, No. 4 Tahun 2020.

Jaya. Dewa Gede Indra. and |. Ketut Sudantra. Legalitas kegiatan usaha
perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan.
Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.
8 No. 4 Maret 2020.

Putu Inten Andhita Dewi. | Wayan Novy Purwanto. Peran Notaris dalam
Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.
Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06 No. 03
Desember 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar
Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro
Dan Kecil.

In Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Optimized using
trial version 93
www.balesio.com




Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha.
2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia. Jakarta.

Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS berbasis risiko Untuk
Pelaku Usaha. 2021. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta.

Pokok-pokok Isi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan
untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Dan Non Perizinan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat
dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Brebes.

Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota
Medan.

Internet:

Akses Internet di
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-
tentang-oss-berbasis-risiko. diakses pada 23 Maret 2022 pukul
14.40 Wita

Internet di https://dpmptsp.jatimprov.go.id/wp-
content/uploads/2022/03/Implikasi-PP-Nomor-5-Tahun-20211.pdf,
diakses pada 23 Juli 2022 pukul 23.15 Wita.

Optimized using
trial version 94
www.balesio.com




Akses Internet di https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200301133753-

Akses

Akses

Optimized using
trial version
www.balesio.com

14-141530/laju-perizinan-ri-memang-masih-tertinggal-di-asia-
tenggara, diakses pada tanggal 23 Juli 2022 Pukul 00.03 Wita

Internet  di https://www.republika.co.id/berita/qzymhc320/0
mbudsman-soroti-perizinan-usaha-berbasis-tingkat-risiko, diakses
pada 17 Agustus 2022 Pukul 14.45 Wita.

Internet di

https://www.instagram.com/tv/CWDKRRS8IL7b/?utm_medium=cop
y_link, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 20.05 WITA.

95



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAMPIRAN

96



